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KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

!

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas
pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan dalam
mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, perlu
disusun dan ditetapkan Standar Operasional Prosedur;
dan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Standar
Operasional Prosedur Perencanaan dan Pelaporan
Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);



10.

11.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,
Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1569);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2022 Nomor 155, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Nomor 141);

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi
unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis
Badan dan Cabang Dinas (Berita Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 487);

Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 40 Tahun
2018 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 646).
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun
2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor
860).



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERENCANAAN DAN PELAPORAN KINERJA DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH TAHUN 2024;

Standar Operasional Prosedur Perencanaan dan
Pelaporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini;

Standar Operasional Prosedur Perencanaan dan
Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU merupakan acuan bagi Dinas Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang
memuat serangkaian aktifitas dalam melaksanakan
mekanisme Perencanaan dan Pelaporan Kinerja; dan
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Palu
pada tanggal, 2) Januari 2024

KEPALA PERASI, USAHA KECIL DAN

NIP 19780707 199712 1 001



SULAWESI TENGAH

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI SULAWESI

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi
(ditinjau kembali)

Tanggal Efektif

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAIDisahkan Oleh

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
AL DY ENENGAH PROVINSI

Judul SOP

Pengumpulan Data Kinerja

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan :

1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah

1. Memahami Mekanisme Perencanaan dan Pelaporan Kinerja;

4 SOP Pengukuran Kinerja

2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2. Memiliki Integritas, Team Work dan Mampu Bekerja secara
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan |Cepat, Tepat dan Akurat; dan
Kinerja Instansi Pemerintah

3 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 3. Memiliki Kemampuan Dasar Mengoperasikan Komputer dan
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja |Internet.
Instansi Pemerintah

4 Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja, Dan Tata Cara Review Atas
Laporan Kinerja

Keterkaitan : Peralatan/Kelangkapan :

1 SOP Surat Menyurat 1. Komputer dan Printer

2 SOP Penetapan Perjanjian Kinerja 2. Internet

3 SOP Penyusunan Rencana Aksi Kinerja |3. Alat Tulis

4. Peraturan Perundang-undangan Terkait
5. Dokumen Akuntabilitas Kinerja Lainnya

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib
dilaksanakan dalam Pengumpulan Data
Kinerja, dan jika tidak dilaksanakan akan
menghambat proses penyusunan Pelaporan
[Kineria

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana MUTU BAKU
Perangkat
o Bidang/upt| Daerah
NO. Uraian Pro gian KET.
o Prosedur lepala | Sekrotaris | Program, | UnGSionall gy (B:‘;':,‘;'B ik ::":::k':':a“r: Waktu Output
5 Keuangan Pelatihan
dan Aset dan Biro
Organisasi)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. |Memerintahkan kepada Sekretaris Untuk Memulai Dokumen 5 Menit Disposisi
Proses Pengumpulan Data Kinerja - Pelaksanaan
Anggaran
2. |Memerintahkan Kepada Kepala Sub Bagian Disposisi 5 Menit Disposisi
Program, Keuangan dan Aset Untuk Melaksanakan E
Persiapan Pengumpulan Data Kinerja
3. |Menugaskan Kepada Fungsional Umum Untuk Disposisi 10 Menit Surat Perintah
Menyusun Rancangan Surat Perihal Pengumpulan D Tugas
Data Kinerja
4. |Menyusun Rancangan Surat Perihal Pengumpulan Surat Perintah 240 Menit Rancangan Surat
Data Kinerja, Kemudian Menyerahkan Rancangan Tugas dan Pengumpulan Data
Surat Tersebut Kepada Kepala Sub Bagian > Peraturan Kinerja
Program, Keuangan dan Aset Untuk Dikoreksi TidaH Perundang-
undangan Terkait
5. |Memeriksa dan Mengoreksi Rancangan Surat Rancangan Surat 10 Menit Rancangan Surat
Perihal Pengumpulan Data Kinerja, Jika Terdapat Pengumpulan Data Pengumpulan Data
Kekeliruan Akan Dikembalikan Kepada Fungsional O ¢ Kinerja Kinerja
Umum Untuk Diperbaiki dan Jika Tidak Akan
Diteruskan Kepada Sekretaris Untuk Dikoreksi
6. |Memeriksa dan Mengoreksi Rancangan Surat Tidak Ya Rancangan Surat 10 Menit Rancangan Surat
Perihal Pengumpulan Data Kinerja, Jika Terdapat Pengumpulan Data Pengumpulan Data
Kekeliruan Akan Dikembalikan Kepada Kepala Sub Kinerja Kinerja
Bagian Program, Keuangan dan Aset Untuk
Diperbaiki dan Jika Tidak Akan Diteruskan Kepada
Kepala Dinas Untuk Memperoleh Pengesahan Ya
7. |Mengesahkan Rancangan Surat Perihal Rancangan Surat 5 Menit Surat
Pengumpulan Data Kinerja dan Kemudian l Pengumpulan Data Pengumpulan Data
Memerintahkan Sekretaris Untuk Melaksanakan : Kinerja Kinerja dan
Pengumpulan Data Kinerja Disposisi
8. |Memerintahkan Kepada Kepala Sub Bagian Surat 5 Menit Surat
Program, Keuangan dan Aset Untuk Meneruskan Pengumpulan Data Pengumpulan Data
Surat Perihal Pengumpulan Data Kinerja Kinerja dan Kinerja dan
Disposisi Disposisi
9. |Menugaskan Kepada Fungsional Umum Untuk Surat 10 Menit Surat
Menyampaikan Surat Perihal Pengumpulan Data > Pengumpulan Data Pengumpulan Data
Kinerja Kepada Kepala Bidang/Kepala UPT Balai Kinerja dan Kinerja dan Surat
Pelatihan Disposisi Perintah Tugas
10. |Menyampaikan Surat Perihal Pengumpulan Data Surat 60 Menit Surat

Kinerja Kepada Kepala Bidang/Kepala UPT Balai
Pelatihan

Pengumpulan Data
Kinerja dan Surat
Perintah Tugas

Pengumpulan Data
Kinerja

0+




Pelaksana MUTU BAKU
Perangkat
Kepala Sub BidanglUPT Daerah
NO. rosed Baglan I KET.
2 o R Dings | Sekretars | Program, | PRI malai | GiEEEy, | (OO | Wak Output
Keuangan Pelatihan | -/ 9
dan Aset an Biro
Organisasi)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
|

11.  |Melakukan Pengukuran Data Kinerja dan Kemudian Surat 2400 Menit Data Kinerja
Menyampaikan Hasilnya Kepada Kepala Sub Bagian Pengumpulan Data
Program, Keuangan dan Aset melalui Fungsional Kinerja
Umum

12.  |Mengumpulkan dan Membuat Rekapitulasi Data Data Kinerja 960 Menit Rekapitulasi Data
Kinerja Dari Bidang/UPT Balai Pelatihan serta & Kinerja
Menyampaikan Kepada Kepala Sub Bagian
Program, Keuangan dan Aset Untuk Dikoreksi

13. |Memeriksa dan Mengoreksi Rekapitulasi Data Rekapitulasi Data 60 Menit Rekapitulasi Data
Kinerja, Jika Terdapat Kekeliruan Akan " Kinerja Kinerja
Dikembalikan Kepada Fungsional Umum Untuk Tidak
Diperbaiki dan Jika Tidak Akan Diajukan Kepada
Sekretaris Untuk Dikoreksi Ya

14. |Memeriksa dan Mengoreksi Rekapitulasi Data Rekapitulasi Data 60 Menit Rekapitulasi Data
Kinerja, Jika Terdapat Kekeliruan Akan Kinerja Kinerja
Dikembalikan Kepada Kepala Sub Bagian Program, &
Keuangan dan Aset Untuk Diperbaiki dan Jika Tidak O
Akan Diteruskan Kepada Kepala Dinas Untuk
Memperoleh Pengesahan

15. |Mengesahkan Rekapitulasi Data Kinerja dan Ya Rekapitulasi Data 5 Menit Rekapitulasi Data
Kemudian Memerintahkan Sekretaris Untuk Memulai Kinerja Kinerja dan
Proses Penyampaian Rekapitulasi Data Kinerja Disposisi
Kepada Perangkat Daerah Terkait

16. |Memerintahkan Kepada Kepala Sub Bagian Rekapitulasi Data 5 Menit Rekapitulasi Data
Program, Keuangan dan Aset Untuk Menyampaikan Kinerja dan Kinerja dan
Rekapitulasi Data Kinerja Kepada Perangkat Daerah = Disposisi Disposisi
Terkait

17. |Menugaskan Kepada Fungsional Umum Untuk — Rekapitulasi Data 10 Menit Rekapitulasi Data
Menyusun Rancangan Surat Pengantar Rekapitulasi Wi Kinerja dan Kinerja dan Surat
Data Kinerja — Disposisi Perintah Tugas

18. |Menyusun Rancangan Surat Pengantar Rekapitulasi Rekapitulasi Data 240 Menit Rancangan Surat
Data Kinerja, Kemudian Menyerahkan Rancangan Kinerja dan Surat Pengantar
Surat Tersebut Kepada Kepala Sub Bagian Perintah Tugas Rekapitulasi Data
Program, Keuangan dan Aset Untuk Dikoreksi Kinerja

19. |Memeriksa dan Mengoreksi Rancangan Surat Rancangan Surat 10 Menit Rancangan Surat

Pengantar Rekapitulasi Data Kinerja, Jika Terdapat
Kekeliruan Akan Dikembalikan Kepada Fungsional
Umum Untuk Diperbaiki dan Jika Tidak Akan
Diteruskan Kepada Sekretaris Untuk Dikoreksi

Pengantar
Rekapitulasi Data
Kinerja

Pengantar
Rekapitulasi Data
Kinerja




Pelaksana MUTU BAKU
Perangkat
Kepala Sub Bldang/UPT Daerah
L Uralan Prosedur Baglan KET.
= i s | sotrars | pregen, | epasine!|” el | Tl | P | e | oupe
Keuangan Pelatihan
AarRast dan Biro
Organisasi)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
=2l

20. |Memeriksa dan Mengoreksi Rancangan Surat Tidak Rancangan Surat 10 Menit Rancangan Surat
Pengantar Rekapitulasi Data Kinerja, Jika Terdapat Pengantar Pengantar
Kekeliruan Akan Dikembalikan Kepada Kepala Sub 2 Rekapitulasi Data Rekapitulasi Data
Bagian Program, Keuangan dan Aset Untuk I Kinerja Kinerja
Diperbaiki dan Jika Tidak Akan Diteruskan Kepada
Kepala Dinas Untuk Memperoleh Pengesahan Y

a

21. |Mengesahkan Rancangan Surat Pengantar Rancangan Surat 5 Menit Surat Pengantar
Rekapitulasi Data Kinerja dan Kemudian Eﬁ;f Pengantar Rekapitulasi Data
Memerintahkan Sekretaris Untuk Menyampaikannya g o Rekapitulasi Data Kinerja dan
Kepada Perangkat Daerah Terkait Kinerja Disposisi

22, |Memerintahkan Kepada Kepala Sub Bagian Surat Pengantar 5 Menit Surat Pengantar
Program, Keuangan dan Aset Untuk Menyampaikan Rekapitulasi Data Rekapitulasi Data
Surat Pengantar Rekapitulasi Data Kinerja Kepada i Kinerja dan Kinerja dan
Perangkat Daerah Terkait Disposisi Disposisi

23. |Menyampaikan Surat Pengantar Rekapitulasi Data Surat Pengantar 480 Menit Surat Pengantar
Kinerja Kepada Perangkat Daerah Terkait 18 Rekapitulasi Data Rekapitulasi Data

I Kinerja dan Kinerja
Disposisi
24. |Menghimpun Rekapitulasi Data Kinerja Dari Seluruh | Surat Pengantar 480 Menit Rekapitulasi Data

Perangkat Daerah

Rekapitulasi Data
Kinerja

Kinerja




SULAWES! TENGAH

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI SULAWESI

Nomor SOP

Tanggal Perhbuatan

Tanggal Revisi
(ditinjau kembali)

Tanggal Efektif

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAHDisahkan Oleh

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA

-

Judul SOP Penetapan Perjanjian Kinerja

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan :

1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah

2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja, Dan Tata Cara Review Atas
Laporan Kinerja

1. Memahami Mekanisme Perencanaan dan Pelaporan Kinerja;

2. Memiliki Integritas, Team Work dan Mampu Bekerja secara
Cepat, Tepat dan Akurat; dan

3. Memiliki Kemampuan Dasar Mengoperasikan Komputer dan
Internet.

Keterkaitan :

Peralatan/Kelangkapan :

1 SOP Surat Menyurat

1. Komputer dan Printer

2. Internet

3. Alat Tulis

4. Peraturan Perundang-undangan Terkait
5. Dokumen Akuntabilitas Kinerja Lainnya

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib
dilaksanakan dalam Penetapan Perjanjian
Kinerja, dan jika tidak dilaksanakan akan
menghambat proses pelaksanaan Rencana
(Kineria Tahunan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana MUTU BAKU
Perangkat
Kega'a;' ok Bidang/upy| Daerah
NO. agian |
S UralamErosect ’:;E:La Sekretaris | Program, Fuﬂg:i:m' Balal (B:::Ei; A :;r::gakr:i:anln Waktu Output WET
Keuangan Pelatihan
dan Aset dan Biro
Organisasi)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. |Memerintahkan kepada Sekretaris Untuk Memulai Dokumen 5 Menit Disposisi
Proses Penyusunan Perjanjian Kinerja - Pelaksanaan
Anggaran
2. |Memerintahkan Kepada Kepala Sub Bagian Disposisi 5 Menit Disposisi
Program, Keuangan dan Aset Untuk Melaksanakan
Persiapan Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja
3. |Menugaskan Kepada Fungsional Umum Untuk Disposisi 10 Menit Surat Perintah
Menyusun Rancangan Surat Undangan Perihal m Tugas
Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja
4. |Menyusun Rancangan Surat Undangan Perihal Surat Perintah 240 Menit Rancangan Surat
Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja, Kemudian Tugas dan Undangan Perihal
Menyerahkan Rancangan Surat Tersebut Kepada i Peraturan Rapat Penyusunan
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset . Perundang- Perjanjian Kinerja
Untuk Dikoreksi Tidak undangan Terkait
5. [Memeriksa dan Mengoreksi Rancangan Surat Rancangan Surat 10 Menit Rancangan Surat
Undangan Perihal Rapat Penyusunan Perjanjian Undangan Perihal Undangan Perihal
Kinerja, Jika Terdapat Kekeliruan Akan < Rapat Penyusunan Rapat Penyusunan
Dikembalikan Kepada Fungsional Umum Untuk Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja
Diperbaiki dan Jika Tidak Akan Diteruskan Kepada
Sekretaris Untuk Dikoreksi Tidaki Ya
6. |Memeriksa dan Mengoreksi Rancangan Surat Rancangan Surat 10 Menit Rancangan Surat
Undangan Perihal Rapat Penyusunan Perjanjian Undangan Perihal Undangan Perihal
Kinerja, Jika Terdapat Kekeliruan Akan Rapat Penyusunan Rapat Penyusunan
Dikembalikan Kepada Kepala Sub Bagian Program, B Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja
Keuangan dan Aset Untuk Diperbaiki dan Jika Tidak
Akan Diteruskan Kepada Kepala Dinas Untuk Ya
Memperoleh Pengesahan
7. |Mengesahkan Rancangan Surat Undangan Perihal Rancangan Surat 5 Menit Surat Undangan
Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Kemudian Undangan Perihal Perihal Rapat
Memerintahkan Sekretaris Untuk Melaksanakan Rapat Penyusunan Penyusunan
Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja
8. |Memerintahkan Kepada Kepala Sub Bagian Surat Undangan 5 Menit Surat Undangan
Program, Keuangan dan Aset Untuk Melaksanakan Perihal Rapat Perihal Rapat
Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja Penyusunan Penyusunan
Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja
dan Disposisi dan Disposisi
9. |Melaksanakan Rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja Surat Undangan 480 Menit Dokumentasi,
dan Menugaskan Fungsional Umum Untuk g Perihal Rapat Daftar Hadir dan
Mengarsipkan Dokumentasi, Daftar Hadir dan £ " Penyusunan Notulensi
Notulensi Kegiatan, Menyusun Rancangan Surat Perjanjian Kinerja Kegiatan, serta
Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Disposisi Surat Perintah

Tugas




Pelaksana MUTU BAKU
Perangkat
Kega lai o Bidang/upy| Daerah
agian
NO. Uralan Prosedur Kepala | o 00t ris Proga! Fungsional Baial Terkait Persyaratan/ Waktu Output KET.
Dinas Keuangan Umum Pelatihan (BAPPEDA | kelengkapan
dan Aset dan Biro
Organisasi)
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12
10. |Menyusun Rancangan Surat Perihal Penyusunan Dokumentasi, 240 Menit Rancangan Surat
Perjanjian Kinerja, Kemudian Menyerahkan Daftar Hadir dan Perihal
Rancangan Surat Tersebut Kepada Kepala Sub Notulensi Penyusunan
Bagian Program, Keuangan dan Aset Untuk TidaH Kegiatan, serta Perjanjian Kinerja
Dikoreksi Surat Perintah
Tugas
11. [Memeriksa dan Mengoreksi Rancangan Surat Rancangan Surat 10 Menit Rancangan Surat
Perihal Penyusunan Perjanjian Kinerja, Jika Perihal Perihal
Terdapat Kekeliruan Akan Dikembalikan Kepada Penyusunan Penyusunan
Fungsional Umum Untuk Diperbaiki dan Jika Tidak Tidak Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja
Akan Diteruskan Kepada Sekretaris Untuk Dikoreksi
Ya
12.  [Memeriksa dan Mengoreksi Rancangan Surat Rancangan Surat 10 Menit Rancangan Surat
Perihal Penyusunan Perjanjian Kinerja, Jika Perihal Perihal
Terdapat Kekeliruan Akan Dikembalikan Kepada <> Penyusunan Penyusunan
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja
Untuk Diperbaiki dan Jika Tidak Akan Diteruskan Ya
Kepada Kepala Dinas Untuk Memperoleh
Pengesahan
13. |Mengesahkan Rancangan Surat Perihal Rancangan Surat 5 Menit Surat Perihal
Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Kemudian Perihal Penyusunan
Memerintahkan Sekretaris Untuk Melaksanakan Penyusunan Perjanjian Kinerja
Penyusunan Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja dan Disposisi
14. |Memerintahkan Kepada Kepala Sub Bagian Surat Perihal 5 Menit Surat Perihal
Program, Keuangan dan Aset Untuk Meneruskan > Penyusunan Penyusunan
Surat Perihal Penyusunan Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja
dan Disposisi dan Disposisi
15. |[Menugaskan Kepada Fungsional Umum Untuk Surat Perihal 10 Menit Surat Perihal
Menyampaikan Surat Perihal Penyusunan Perjanjian Penyusunan Penyusunan
Kinerja Kepada Kepala Bidang/Kepala UPT Balai Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja
Pelatihan dan Disposisi dan Surat Perintah
Tugas
16. |Menyampaikan Surat Perihal Penyusunan Perjanjian Surat Perihal 60 Menit Surat Perihal
Kinerja Kepada Kepala Bidang/Kepala UPT Balai Pl Penyusunan Penyusunan
Pelatihan et Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja
dan Surat Perintah
Tugas
17.  |Menyusun, Menandatangani Perjanjian Kinerja Surat Perihal 2400 Menit Perjanjian Kinerja
Secara Berjenjang dan Kemudian Menyampaikan Penyusunan

Hasilnya Kepada Kepala Sub Bagian Program,
Keuangan dan Aset melalui Fungsional Umum

Perjanjian Kinerja




Pelaksana MUTU BAKU

Perangkat

Kepala Sub - et Daerah
NO. Uraian Prosedur Kepala | o ooiic | proceam, |Fungsional angMIPT) Terkait | Persyaratani i Output KET.
Dinas Keuangan Umum Pelatihan (BAPPEDA | kelengkapan

dan Aset dan Biro

Organisasi)

1 2. 3 4 5 [ 7 8 9 10 11 12

18. [Mengumpulkan dan Mendokumentasikan Perjanjian Perjanjian Kinerja 960 Menit Draft Dokumen
Kinerja dari Bidang/UPT Balai Pelatihan serta Perjanjian Kinerja
Menyampaikan Hasilnya Kepada Kepala Sub Bagian
Program, Keuangan dan Aset Untuk Dikoreksi

19. |Memeriksa dan Mengoreksi Dokumen Perjanjian Draft Dokumen 60 Menit Draft Dokumen
Kinerja, Jika Terdapat Kekeliruan Akan Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja
Dikembalikan Kepada Fungsional Umum Untuk
Diperbaiki dan Jika Tidak Akan Diajukan Kepada
Sekretaris Untuk Dikoreksi

20. |Memeriksa dan Mengoreksi Dokumen Perjanjian Tidak Ya Draft Dokumen 60 Menit Draft Dokumen
Kinerja, Jika Terdapat Kekeliruan Akan Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja
Dikembalikan Kepada Kepala Sub Bagian Program,

Keuangan dan Aset Untuk Diperbaiki dan Jika Tidak
Akan Diteruskan Kepada Kepala Dinas Untuk Ya
Memperoleh Pengesahan

21. |Mengesahkan Dokumen Perjanjian Kinerja dan Draft Dokumen 5 Menit Dokumen
Kemudian Memerintahkan Sekretaris Untuk Memulai Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja
Proses Penyampaian Perjanjian Kinerja Kepada dan Disposisi
Perangkat Daerah Terkait

22. |Memerintahkan Kepada Kepala Sub Bagian Dokumen 5 Menit Dokumen
Program, Keuangan dan Aset Untuk Menyampaikan Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja
Dokumen Perjanjian Kinerja Kepada Perangkat dan Disposisi dan Disposisi
Daerah Terkait

23. |Menugaskan Kepada Fungsional Umum Untuk Dokumen 10 Menit Dokumen
Menyusun Rancangan Surat Pengantar Dokumen TR Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja : dan Disposisi dan Surat Perintah

Tugas

24, |Menyusun Rancangan Surat Pengantar Dokumen Dokumen 240 Menit Rancangan Surat
Perjanjian Kinerja, Kemudian Menyerahkan Perjanjian Kinerja Pengantar
Rancangan Surat Tersebut Kepada Kepala Sub dan Surat Perintah Dokumen
Bagian Program, Keuangan dan Aset Untuk Tugas Perjanjian Kinerja
Di :

25. |Memeriksa dan Mengoreksi Rancangan Surat Rancangan Surat 10 Menit Rancangan Surat
Pengantar Dokumen Perjanjian Kinerja, Jika Pengantar Pengantar
Terdapat Kekeliruan Akan Dikembalikan Kepada L Dokumen Dokumen
Fungsional Umum Untuk Diperbaiki dan Jika Tidak Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja
Akan Diteruskan Kepada Sekretaris Untuk Dikoreksi Ya l

]




Pelaksana MUTU BAKU

Perangkat

Kepala Sub Daerah

NO. Uraian P Bagian Bidang/UPT KET.
ralan frosedur KDeIz:]: Sekretaris | Program, Fusg:::wt Balal (B:::‘:EIE A ::'r::a;: ta:; Waktu Output
Keuangan Pelatihan | " gap
dan Aset

Organisasi)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26. |Memeriksa dan Mengoreksi Rancangan Surat Tidak Rancangan Surat 10 Menit Rancangan Surat
Pengantar Dokumen Perjanjian Kinerja, Jika Pengantar Pengantar

Terdapat Kekeliruan Akan Dikembalikan Kepada Dokumen Dokumen
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja
Untuk Diperbaiki dan Jika Tidak Akan Diteruskan
Kepada Kepala Dinas Untuk Memperoleh
Pengesahan Ya

27. |Mengesahkan Rancangan Surat Pengantar Rancangan Surat 5 Menit Surat Pengantar
Dokumen Perjanjian Kinerja dan Kemudian A Pengantar Dokumen
Memerintahkan Sekretaris Untuk Menyampaikannya Wi U Dokumen Perjanjian Kinerja
Kepada Perangkat Daerah Terkait Perjanjian Kinerja dan Disposisi

28. |Memerintahkan Kepada Kepala Sub Bagian Surat Pengantar 5 Menit Surat Pengantar
Program, Keuangan dan Aset Untuk Menyampaikan Dokumen Dok_unj_en ey
Surat Pengantar Dokumen Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja
Kepada Perangkat Daerah Terkait dan Disposisi dan Disposisi

29. |Menyampaikan Surat Pengantar Dokumen Surat Pengantar 480 Menit Surat Pengantar
Perjanjian Kinerja Kepada Perangkat Daerah Terkait Dokumen llzokumen >

i Perjanjian Kinerja erjanjian Kinerja
1 dan Disposisi

30. |Menghimpun Dokumen Perjanjian Kinerja dari l Surat Pengantar 480 Menit Rekapitulasi

Seluruh Perangkat Daerah - Dokumen Dokumen

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja




SULAWES| TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi
(ditinjau kembali)

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

AENENGAH PROVINSI
AWESKNTENGAH

Judul SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan :

1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara
Review Atas Laporan Kinerja

1. Memahami Mekanisme Perencanaan dan Pelaporan Kinerja;

2. Memiliki Integritas, Team Work dan Mampu Bekerja secara
Cepat, Tepat dan Akurat; dan

3. Memiliki Kemampuan Dasar Mengoperasikan Komputer dan
Internet.

Keterkaitan :

1 SOP Surat Menyurat

Peralatan/Kelangkapan :
1. Komputer dan Printer

2 SOP Penyusunan Surat Keputusan 2. Internet
3 SOP Penetapan Kinerja 3. Alat Tulis
4 SOP Pelaksanaan Pengukuran Kinerja 4. Peraturan Perundang-undangan Terkait
5 SOP Pengumpulan Data Kinerja 5. Dokumen Akuntabilitas Kinerja Lainnya
6 SOP Penyusunan Laporan Kinerja Individu

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib
dilaksanakan dalam penyusunan LKjIP, dan jika
tidak dilaksanakan akan mengganggu kelancaran
proses penyusunan LKjIP

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana MUTU BAKU
Perangkat
Kegala} Sub s Daerah
agian ;
NO. Uraian Prosedur Ke.pala Sekretarls | Program, Fungsional Penyusun Terkait Persyaratan/ Waktu Output KET.
Dinas Keuangan Umum LKilP (BAPPEDA | kelengkapan
J
dan Aset dan Biro
Organisasi)
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12
1. |Memerintahkan kepada Sekretaris Untuk Memulai Dokumen 5 Menit Disposisi
Proses Penyusunan LKjIP - Pelaksanaan
Anggaran
2. |Memerintahkan Kepada Kepala Sub Bagian Disposisi 5 Menit Disposisi
Program, Keuangan dan Aset Untuk Melaksanakan :I
Persiapan Penyusunan LKjIP |
3. |Menugaskan Kepada Kepala Fungsional Umum | Disposisi 10 Menit Surat Perintah
Untuk Menyusun Rancangan SK Kepala Dinas > D Tugas
tentang Pembentukan Tim Penyusun LKjIP
4. |Menyusun Rancangan SK Kepala Dinas tentang Surat Perintah 240 Menit Rancangan SK
Pembentukan Tim Penyusun LKjIP, Kemudian Tugas dan
Menyerahkan Rancangan SK Tersebut Kepada > D Peraturan
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset TidaH Perundang-
Untuk Dikoreksi undangan Terkait
5. |Memeriksa dan Mengoreksi Rancangan SK Kepala Rancangan SK 10 Menit Rancangan SK
Dinas tentang Pembentukan Tim Penyusun LKjIP,
Jika Terdapat Kekeliruan Akan Dikembalikan Q ¢
Kepada Fungsional Umum Untuk Diperbaiki dan
Jika Tidak Akan Diteruskan Kepada Sekretaris
Untuk Dikoreksi Tidak Ya
6. |Memeriksa dan Mengoreksi Rancangan SK Kepala Rancangan SK 10 Menit Rancangan SK
Dinas tentang Pembentukan Tim Penyusun LKjIP,
Jika Terdapat Kekeliruan Akan Dikembalikan
Kepada Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan
Aset Untuk Diperbaiki dan Jika Tidak Akan
Diteruskan Kepada Kepala Dinas Untuk Memperoleh Ya
Pengesahan
7. |Mengesahkan Rancangan SK Kepala Dinas tentang Rancangan SK 5 Menit Surat Keputusan
Pembentukan Tim Penyusun LKjIP dan Kemudian Kepala Dinas
Memerintahkan Sekretaris Untuk Melaksanakan
Penyusunan LKjIP
8. |Memerintahkan Kepada Tim Penyusun LKjIP Surat Keputusan 5 Menit Disposisi
Berdasarkan SK Kepala Dinas yang Telah Disahkan Kepala Dinas
Untuk Melaksanakan Penyusunan LKjIP
9. |Mengumpulkan Data/Infromasi Kinerja dan | Surat Keputusan 9.600 Menit Rancangan LKjIP
Menyusun Rancangan LKjIP, serta Menyampaikan Kepala Dinas dan
Hasilnya Kepada Kepala Sub Bagian Program, Disposisi
Keuangan dan Aset melalui Fungsional Umum
10. [Melakukan Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Tidak Rancangan LKjIP 480 Menit Checklist
Rancangan LK]IP, Jika Terdapat Kekurangan Akan Kelengkapan

Dikembalikan Kepada Tim Penyusun Untuk
Dilengkapi dan Jika Tidak Akan Diajukan Kepada
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
Untuk Dikoreksi

. g

Rancangan LKjIP




Pelaksana MUTU BAKU
Perangkat
Kepala Sub Daerah
NO. Uralan Prosedur Kepala BAgjar Fungsional L Terkait Persyaratan/ KET.
Sekretaris | Program, Penyusun Waktu OQutput
Dinas Keuangan Umum LKjIP (BAPPEDA | kelengkapan
dan Aset dan Biro
Organisasi)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
||

11.  |Mengoreksi Rancangan LKjIP, Jika Terdapat TidakT ¥ Rancangan LKjIP 480 Menit Rancangan LKjIP
Kekeliruan Akan Dikembalikan Kepada Tim
Penyusun Untuk Diperbaiki dan Jika Tidak Akan A I‘ r
Diajukan Kepada Sekretaris Untuk Dikoreksi Tida

12.  |Mengoreksi Rancangan LKjIP, Jika Terdapat Ya Rancangan LKjIP 480 Menit Rancangan LKjIP
Kekeliruan Akan Dikembalikan Kepada Tim B
Penyusun Untuk Diperbaiki dan Jika Tidak Akan Q
Diajukan Kepada Kepala Dinas Untuk Memperoleh
Persetujuan Ya

13. |Mengesahkan Rancangan LKjIP dan Kemudian Rancangan LKjIP 5 Menit LKjIP dan Disposisi
Memerintahkan Sekretaris Untuk Memulai Proses
Penyampaian Dokumen Tersebut Kepada Perangkat|
Daerah Terkait

14.  |Memerintahkan Kepada Kepala Sub Bagian LKjIP dan Disposisi 5 Menit LK]jIP dan Disposisi
Program, Keuangan dan Aset Untuk Menyampaikan
LKjIP Kepada Perangkat Daerah Terkait

15. |Menugaskan Kepada Fungsional Umum Untuk e LKjIP dan Disposisi 10 Menit LKjIP dan Surat
Menyusun Rancangan Surat Pengantar LKjIP —— Perintah Tugas

16. |Menyusun Rancangan Surat Pengantar LKjIP, | LKjIP dan Surat 240 Menit Rancangan Surat
Kemudian Menyerahkan Rancangan Surat Tersebut - Perintah Tugas Pengantar LKjIP
Kepada Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan > |
Aset Untuk Dikoreksi e I|

17.  |Memeriksa dan Mengoreksi Rancangan Surat LSk Rancangan Surat 10 Menit Rancangan Surat
Pengantar LK|IP, Jika Terdapat Kekeliruan Akan Pengantar LKjIP Pengantar LKjIP
Dikembalikan Kepada Fungsional Umum Untuk . "
Diperbaiki dan Jika Tidak Akan Diteruskan Kepada
Sekretaris Untuk Dikoreksi

18. |Memeriksa dan Mengoreksi Rancangan Surat Tidak Ya Rancangan Surat 10 Menit Rancangan Surat
Pengantar LK|IP, Jika Terdapat Kekeliruan Akan Pengantar LKjIP Pengantar LKjIP
Dikembalikan Kepada Kepala Sub Bagian Program,
Keuangan dan Aset Untuk Diperbaiki dan Jika Tidak
Akan Diteruskan Kepada Kepala Dinas Untuk
Memperoleh Pengesahan

19. |Mengesahkan Rancangan Surat Pengantar LKjIP ¥a Rancangan Surat 5 Menit Surat Pengantar
dan Kemudian Memerintahkan Sekretaris Untuk Pengantar LKjIP LKjIP dan Disposisi|
Menyampaikannya Kepada Perangkat Daerah
Terkait

20. |Memerintahkan Kepada Kepala Sub Bagian - Surat Pengantar 5 Menit Surat Pengantar
Program, Keuangan dan Aset Untuk Menyampaikan LKjIP dan Disposisi LKjIP dan Disposisi
Surat Pengantar LKjIP Kepada Perangkat Daerah
Terkait

21. |Menyampaikan Surat Pengantar LKjIP Kepada Surat Pengantar 480 Menit Surat Pengantar
Perangkat Daerah Terkait LKjIP dan Disposisi LKjIP

22. |Menghimpun LKjIP dari Seluruh Perangkat Daerah - Surat Pengantar 480 Menit LKjIP Perangkat

LKjIP Daerah




SULAWESI TENGAH

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI SULAWESI

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi
(ditinjau kembali)

Tanggal Efektif

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAHDisahkan Oleh

Judul SOP

Penyususnan Indikator Kinerja Individu

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan :

1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja, Dan Tata Cara Review Atas
Laporan Kinerja

1. Memahami Mekanisme Perencanaan dan Pelaporan Kinerja,

2. Memiliki Integritas, Team Work dan Mampu Bekerja secara
Cepat, Tepat dan Akurat; dan

3. Memiliki Kemampuan Dasar Mengoperasikan Komputer dan
Internet.

Keterkaitan :

Peralatan/Kelangkapan :

1 SOP Surat Menyurat
2 SOP Penetapan Perjanjian Kinerja

1. Komputer dan Printer

2. Internet

3. Alat Tulis

4. Peraturan Perundang-undangan Terkait
5. Dokumen Akuntabilitas Kinerja Lainnya

Peringatan .

Pencatatan dan Pendataan :

SOP ini merupakan prosedur baku yang waijib
dilaksanakan dalam Penyusunan Indikator
Kinerja Individu, dan jika tidak dilaksanakan
akan menghambat proses pelaksanaan
[Rencana Kineria Tahunan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana MUTU BAKU
Perangkat
Lot Bidang/upy| Daerah
NO. Uraian Prosedur Bdglan i i KET.
fopala | Sekretaris | Program, | FUROSIONal| gy (BL‘;";:'B A ::I':::;:ra': Waktu Output
Keuangan Pelatihan =
dan Aset - dan Biro
Organisasi)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. |Memerintahkan kepada Sekretaris Untuk Memulai Dokumen 5 Menit Disposisi
Proses Penyusunan Indikator Kinerja Individu - Pelaksanaan

Anggaran

2. |Memerintahkan Kepada Kepala Sub Bagian Disposisi 5 Menit Disposisi
Program, Keuangan dan Aset Untuk Melaksanakan D
Persiapan Penyusunan Indikator Kinerja Individu

3. |Menugaskan Kepada Fungsional Umum Untuk Disposisi 10 Menit Surat Perintah
Menyusun Rancangan Surat Perihal Penyusunan I: Tugas
Indikator Kinerja Individu

4. |Menyusun Rancangan Surat Perihal Penyusunan Surat Perintah 240 Menit Rancangan Surat
Indikator Kinerja Individu, Kemudian Menyerahkan | Tugas dan Penyusunan
Rancangan Surat Tersebut Kepada Kepala Sub > | Peraturan Indikator Kinerja
Bagian Program, Keuangan dan Aset Untuk TidaK - Perundang- Individu
Dikoreksi undangan Terkait :

5. |Memeriksa dan Mengoreksi Rancangan Surat Rancangan Surat 10 Menit Rancangan Surat
Perihal Penyusunan Indikator Kinerja Individu, Jika Penyusunan Penyusunan
Terdapat Kekeliruan Akan Dikembalikan Kepada > e Indikator Kinerja Indikator Kinerja
Fungsional Umum Untuk Diperbaiki dan Jika Tidak Individu Individu
Akan Diteruskan Kepada Sekretaris Untuk Dikoreksi

Tida Ya

6. |Memeriksa dan Mengoreksi Rancangan Surat Rancangan Surat 10 Menit Rancangan Surat
Perihal Penyusunan Indikator Kinerja Individu, Jika Penyusunan Penyusunan
Terdapat Kekeliruan Akan Dikembalikan Kepada Indikator Kinerja Indikator Kinerja
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset Individu Individu
Untuk Diperbaiki dan Jika Tidak Akan Diteruskan
Kepada Kepala Dinas Untuk Memperoleh Ya
Pengesahan

7. |Mengesahkan Rancangan Surat Perihal Rancangan Surat 5 Menit Surat Penyusunan
Penyusunan Indikator Kinerja Individu dan Kemudian Penyusunan Indikator Kinerja
Memerintahkan Sekretaris Untuk Melaksanakan Indikator Kinerja Individu dan
Penyusunan Indikator Kinerja Individu Individu Disposisi

8. |Memerintahkan Kepada Kepala Sub Bagian Surat Penyusunan 5 Menit Surat Penyusunan
Program, Keuangan dan Aset Untuk Meneruskan I Indikator Kinerja Indikator Kinerja
Surat Perihal Penyusunan Indikator Kinerja Individu Individu dan Individu dan

Disposisi Disposisi

9. |Menugaskan Kepada Fungsional Umum Untuk Surat Penyusunan 10 Menit Surat Penyusunan
Menyampaikan Surat Perihal Penyusunan Indikator > Indikator Kinerja Indikator Kinerja
Kinerja Individu Kepada Kepala Bidang/Kepala UPT Individu dan Individu dan Surat
Balai Pelatihan Disposisi Perintah Tugas

10. |Menyampaikan Surat Perihal Penyusunan Indikator Surat Penyusunan 60 Menit Surat Penyusunan
Kinerja Individu Kepada Kepala Bidang/Kepala UPT Indikator Kinerja Indikator Kinerja
Balai Pelatihan Individu dan Surat Individu

Perintah Tugas

G‘h




Pelaksana MUTU BAKU
Perangkat
Ke;a lal s Bidang/upT| Daerah
NO. ian Prosedur : Sl KET.
Usalan '::ﬁ::: Sekretaris | Program, Fuﬂgﬂ:‘al Balai (B;‘:g:; A :;?:;kr:san; Waktu Qutput
Keuangan Pelatihan & z
dan Aset an Biro
Organisasi)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
=

11.  |Menyusun, Menandatangani Indikator Kinerja Surat Penyusunan 2400 Menit Indikator Kinerja
Individu Secara Berjenjang dan Kemudian Indikator Kinerja Individu
Menyampaikan Hasilnya Kepada Kepala Sub Bagian Individu
Program, Keuangan dan Aset melalui Fungsional
Umum

12. |Mengumpulkan dan Mendokumentasikan Indikator Indikator Kinerja 960 Menit Draft Dokumen
Kinerja Individu dari Bidang/UPT Balai Pelatihan Individu Indikator Kinerja
serta Menyampaikan Hasilnya Kepada Kepala Sub Tidak Individu
Bagian Program, Keuangan dan Aset Untuk
Dikoreksi

13. |Memeriksa dan Mengoreksi Dokumen Indikator Draft Dokumen 60 Menit Draft Dokumen
Kinerja Individu, Jika Terdapat Kekeliruan Akan < Indikator Kinerja Indikator Kinerja
Dikembalikan Kepada Fungsional Umum Untuk TidaK Individu Individu
Diperbaiki dan Jika Tidak Akan Diajukan Kepada
Sekretaris Untuk Dikoreksi Ya

14. |Memeriksa dan Mengoreksi Dokumen Indikator Draft Dokumen 60 Menit Draft Dokumen
Kinerja Individu, Jika Terdapat Kekeliruan Akan Indikator Kinerja Indikator Kinerja
Dikembalikan Kepada Kepala Sub Bagian Program, Individu Individu
Keuangan dan Aset Untuk Diperbaiki dan Jika Tidak
Akan Diteruskan Kepada Kepala Dinas Untuk
Memperoleh Pengesahan

15. |Mengesahkan Dokumen Indikator Kinerja Individu Ya Draft Dokumen 5 Menit Dokumen Indikator
dan Kemudian Memerintahkan Sekretaris Untuk Indikator Kinerja Kinerja Individu
Memulai Proses Penyampaian Dokumen Tersebut Individu dan Disposisi
Kepada Perangkat Daerah Terkait

16. |Memerintahkan Kepada Kepala Sub Bagian Dokumen Indikator 5 Menit Dokumen Indikator
Program, Keuangan dan Aset Untuk Menyampaikan Kinerja Individu Kinerja Individu
Dokumen Indikator Kinerja Individu Kepada dan Disposisi dan Disposisi
Perangkat Daerah Terkait

17. |Menugaskan Kepada Fungsional Umum Untuk Dokumen Indikator 10 Menit Dokumen Indikator
Menyusun Rancangan Surat Pengantar Dokumen Kinerja Individu Kinerja Individu
Indikator Kinerja Individu dan Disposisi dan Surat Perintah

Tugas

18. |Menyusun Rancangan Surat Pengantar Dokumen Dokumen Indikator 240 Menit Rancangan Surat
Indikator Kinerja Individu, Kemudian Menyerahkan Kinerja Individu Pengantar
Rancangan Surat Tersebut Kepada Kepala Sub l 1 dan Surat Perintah Dokumen Indikator
Bagian Program, Keuangan dan Aset Untuk Tugas Kinerja Individu
Dikoreksi

18. |Memeriksa dan Mengoreksi Rancangan Surat Rancangan Surat 10 Menit Rancangan Surat
Pengantar Dokumen Indikator Kinerja Individu, Jika L. Pengantar Pengantar
Terdapat Kekeliruan Akan Dikembalikan Kepada Dokumen Indikator Dokumen Indikator
Fungsional Umum Untuk Diperbaiki dan Jika Tidak Ya Kinerja Individu Kinerja Individu

Akan Diteruskan Kepada Sekretaris Untuk Dikoreksi




Pelaksana MUTU BAKU
Perangkat
Kag:;a?b Bidangiupt| Daerah
NO. Uralan Prosedur Kepala Fungsional Terkait Persyaratan/ KET.
Sekretaris | Program, Balai Waktu Output
Dinas Keuangan Umum Pelatihan (IZ::I;IIE:;A kelengkapan
dan Aset
Organisasi)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sl =
20. |Memeriksa dan Mengoreksi Rancangan Surat TidalJ Rancangan Surat 10 Menit Rancangan Surat
Pengantar Dokumen Indikator Kinerja Individu, Jika Pengantar Pengantar
Terdapat Kekeliruan Akan Dikembalikan Kepada Dokumen Indikator Dokumen Indikator
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset Kinerja Individu Kinerja Individu
Untuk Diperbaiki dan Jika Tidak Akan Diteruskan
Kepada Kepala Dinas Untuk Memperoleh
Pengesahan Ya
21. |Mengesahkan Rancangan Surat Pengantar Rancangan Surat 5 Menit Surat Pengantar
Dokumen Indikator Kinerja Individu dan Kemudian Pengantar Dokumen Indikator
Memerintahkan Sekretaris Untuk Menyampaikannya Dokumen Indikator Kinerja Individu
Kepada Perangkat Daerah Terkait Kinerja Individu dan Disposisi
22, |Memerintahkan Kepada Kepala Sub Bagian Surat Pengantar 5 Menit Surat Pengantar
Program, Keuangan dan Aset Untuk Menyampaikan Dokumen Indikator Dokumen Indikator
Surat Pengantar Dokumen Indikator Kinerja Individu Kinerja Individu Kinerja Individu
Kepada Perangkat Daerah Terkait dan Disposisi dan Disposisi
23, |Menyampaikan Surat Pengantar Dokumen Indikator Surat Pengantar 480 Menit Surat Pengantar
Kinerja Individu Kepada Perangkat Daerah Terkait 1 Dokumen Indikator Dokumen Indikator
9 Kinerja Individu Kinerja Individu
i dan Disposisi
24, |Menghimpun Dokumen Indikator Kinerja Individu | Surat Pengantar 480 Menit Rekapitulasi

dari Seluruh Perangkat Daerah

Dokumen Indikator
Kinerja Individu

Dokumen Indikator
Kinerja Individu




SULAWES! TENGAH

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINS| SULAWESI

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi
(ditinjau kembali)

Tanggal Efektif

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAHDisahkan Oleh

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA

M

Judul SOP Penyusﬁsnan Rencana Aksi Kinerja

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan :

1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja, Dan Tata Cara Review Atas
Laporan Kinerja

1. Memahami Mekanisme Perencanaan dan Pelaporan Kinerja;

2. Memiliki Integritas, Team Work dan Mampu Bekerja secara
Cepat, Tepat dan Akurat; dan

3. Memiliki Kemampuan Dasar Mengoperasikan Komputer dan
Internet.

Keterkaitan :

Peralatan/Kelangkapan :

1 SOP Surat Menyurat

1. Komputer dan Printer

2 SOP Penetapan Perjanjian Kinerja 2. Internet
3 SOP Penyusunan Indikator Kinerja|3. Alat Tulis
Individu
4. Peraturan Perundang-undangan Terkait
5. Dokumen Akuntabilitas Kinerja Lainnya
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib

dilaksanakan dalam Penyusunan Rencana

Aksi Kinerja, dan jika tidak dilaksanakan akan

menghambat proses pengukuran kinerja
a

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana MUTU BAKU
Perangkat
Kepala Sub Daerah
NO. Uraian Prosedur Kepala e Fungsional Siaenol Bl Terkait Persyaratan/ KET.
Dinas Sekretaris | Program, it Balai (BAPPEDA | kelengkapan- Waktu Output
Keuangan Pelatihan
dan Aset dan Biro
Organisasi)
1 2 3 4 5 (-] 7 8 9 10 11 12
1. |Memerintahkan kepada Sekretaris Untuk Memulai Dokumen 5 Menit Disposisi
Proses Penyusunan Rencana Aksi Kinerja - Pelaksanaan
Anggaran
2. |Memerintahkan Kepada Kepala Sub Bagian Disposisi 5 Menit Disposisi
Program, Keuangan dan Aset Untuk Melaksanakan
Persiapan Penyusunan Rencana Aksi Kinerja
3. [Menugaskan Kepada Fungsional Umum Untuk Disposisi 10 Menit Surat Perintah
Menyusun Rancangan Surat Perihal Penyusunan Tugas
Rencana Aksi Kinerja
4. |Menyusun Rancangan Surat Perihal Penyusunan Surat Perintah 240 Menit Rancangan Surat
Rencana Aksi Kinerja, Kemudian Menyerahkan Tugas dan Penyusunan
Rancangan Surat Tersebut Kepada Kepala Sub > Peraturan Rencana Aksi
Bagian Program, Keuangan dan Aset Untuk Ti Perundang- Kinerja
: 5 idaK <
Dikoreksi undangan Terkait
5. |Memeriksa dan Mengoreksi Rancangan Surat Rancangan Surat 10 Menit Rancangan Surat
Perihal Penyusunan Rencana Aksi Kinerja, Jika Penyusunan Penyusunan
Terdapat Kekeliruan Akan Dikembalikan Kepada Rencana Aksi Rencana Aksi
Fungsional Umum Untuk Diperbaiki dan Jika Tidak Kinerja Kinerja
Akan Diteruskan Kepada Sekretaris Untuk Dikoreksi
Tidak Ya
6. |Memeriksa dan Mengoreksi Rancangan Surat Rancangan Surat 10 Menit Rancangan Surat
Perihal Penyusunan Rencana Aksi Kinerja, Jika Penyusunan Penyusunan
Terdapat Kekeliruan Akan Dikembalikan Kepada Rencana Aksi Rencana Aksi
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset Kinerja Kinerja
Untuk Diperbaiki dan Jika Tidak Akan Diteruskan
Kepada Kepala Dinas Untuk Memperoleh Ya
Pengesahan
7. |Mengesahkan Rancangan Surat Perihal Rancangan Surat 5 Menit Surat Penyusunan
Penyusunan Rencana Aksi Kinerja dan Kemudian Penyusunan Rencana Aksi
Memerintahkan Sekretaris Untuk Melaksanakan Rencana Aksi Kinerja dan
Penyusunan Indikator Kinerja Individu Kinerja Disposisi
8. |Memerintahkan Kepada Kepala Sub Bagian - Surat Penyusunan 5 Menit Surat Penyusunan
Program, Keuangan dan Aset Untuk Meneruskan Rencana Aksi Rencana Aksi
Surat Perihal Penyusunan Rencana Aksi Kinerja Kinerja dan Kinerja dan
Disposisi Disposisi
9. |Menugaskan Kepada Fungsional Umum Untuk Surat Penyusunan 10 Menit Surat Penyusunan
Menyampaikan Surat Perihal Penyusunan Rencana > Rencana Aksi Rencana Aksi
Aksi Kinerja Kepada Kepala Bidang/Kepala UPT Kinerja dan Kinerja dan Surat
Balai Pelatihan Disposisi Perintah Tugas
10. |Menyampaikan Surat Perihal Penyusunan Rencana Surat Penyusunan 60 Menit Surat Penyusunan
Aksi Kinerja Kepada Kepala Bidang/Kepala UPT = Rencana Aksi Rencana Aksi
Balai Pelatihan i . Kinerja dan Surat Kinerja
! Perintah Tugas
v
[}




Pelaksana MUTU BAKU
Perangkat
Kepala Sub Daerah
NO. Uraian Prosedur Kepala Bagian | ¢\ osional Bicang/URT| —roian Persyaratan/ KET.
Dinas | Sekretaris | Program, |° 5, Balal | 0APPEDA| kelengkapan prara AR
Keuangan Pelatihan
dan Aset dan Biro
Organisasi)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
el
11. |Menyusun Rencana Aksi Kinerja dan Kemudian Surat Penyusunan 2400 Menit Rencana Aksi
Menyampaikan Hasilnya Kepada Kepala Sub Rencana Aksi Kinerja
Bagian Program, Keuangan dan Aset melalui Kinerja
Fungsional Umum
12. |Mengumpulkan dan Mendokumentasikan Rencana Rencana Aksi 960 Menit Draft Dokumen
Aksi Kinerja dari Bidang/UPT Balai Pelatihan serta " Kinerja Rencana Aksi
Menyampaikan Hasilnya Kepada Kepala Sub Tidak o Kinerja
Bagian Program, Keuangan dan Aset Untuk
Dikoreksi
13. [Memeriksa dan Mengoreksi Dokumen Rencana Draft Dokumen 60 Menit Draft Dokumen
Aksi Kinerja, Jika Terdapat Kekeliruan Akan & Rencana Aksi Rencana Aksi
Dikembalikan Kepada Fungsional Umum Untuk Tidak Kinerja Kinerja
Diperbaiki dan Jika Tidak Akan Diajukan Kepada
Sekretaris Untuk Dikoreksi Ya
14. |Memeriksa dan Mengoreksi Dokumen Rencana Draft Dokumen 60 Menit Draft Dokumen
Aksi Kinerja, Jika Terdapat Kekeliruan Akan Rencana Aksi Rencana Aksi
Dikembalikan Kepada Kepala Sub Bagian Program, & Kinerja Kinerja
Keuangan dan Aset Untuk Diperbaiki dan Jika Tidak
Akan Diteruskan Kepada Kepala Dinas Untuk
Memperoleh Pengesahan
15. |Mengesahkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja dan Ya Draft Dokumen 5 Menit - Dokumen
Kemudian Memerintahkan Sekretaris Untuk Rencana Aksi Rencana Aksi
Memulai Proses Penyampaian Dokumen Tersebut Kinerja Kinerja dan
Kepada Perangkat Daerah Terkait Disposisi
16. |Memerintahkan Kepada Kepala Sub Bagian Dokumen 5 Menit Dokumen
Program, Keuangan dan Aset Untuk Menyampaikan Rencana Aksi Rencana Aksi
Dokumen Rencana Aksi Kinerja Kepada Perangkat Kinerja dan Kinerja dan
Daerah Terkait Disposisi Disposisi
17. |Menugaskan Kepada Fungsional Umum Untuk Dokumen 10 Menit Dokumen
Menyusun Rancangan Surat Pengantar Dokumen Rencana Aksi Rencana Aksi
Rencana Aksi Kinerja Kinerja dan Kinerja dan
Disposisi Disposisi dan
Surat Perintah
Tugas
18. |Menyusun Rancangan Surat Pengantar Dokumen Dokumen 240 Menit Rancangan Surat
Rencana Aksi Kinerja, Kemudian Menyerahkan Rencana Aksi Pengantar
Rancangan Surat Tersebut Kepada Kepala Sub Kinerja dan Dokumen
Bagian Program, Keuangan dan Aset Untuk Disposisi dan Rencana Aksi
Dikoreksi Surat Perintah Kinerja
Tugas
19. |Memeriksa dan Mengoreksi Rancangan Surat Rancangan Surat 10 Menit Rancangan Surat
Pengantar Dokumen Rencana Aksi Kinerja, Jika B Pengantar Pengantar
Terdapat Kekeliruan Akan Dikembalikan Kepada Dokumen Dokumen
Fungsional Umum Untuk Diperbaiki dan Jika Tidak Ya Rencana Aksi Rencana Aksi
Akan Diteruskan Kepada Sekretaris Untuk Dikoreksi Kinerja Kinerja




Pelaksana MUTU BAKU
Perangkat
Kepala Sub Bidang/UPT Daerah
NO. Uraian Prosedur Bagtan i KET.
’I(;:ﬁ::l Sekretaris | Program, Fusﬁ::al Balai (B'Leprlr::i'ta A ::Ir::ga;: t:anrf Waktu Output
Keuangan Pelatihan
dan Aset dan Biro
Organisasi)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I ===
20. |Memeriksa dan Mengoreksi Rancangan Surat TIdaIJ Rancangan Surat 10 Menit Rancangan Surat
Pengantar Dokumen Rencana Aksi Kinerja, Jika Pengantar Pengantar
Terdapat Kekeliruan Akan Dikembalikan Kepada Dokumen Dokumen
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset Rencana Aksi Rencana Aksi
Untuk Diperbaiki dan Jika Tidak Akan Diteruskan Kinerja Kinerja
Kepada Kepala Dinas Untuk Memperoleh
Pengesahan Ya
21. |Mengesahkan Rancangan Surat Pengantar Rancangan Surat 5 Menit Surat Pengantar
Dokumen Rencana Aksi Kinerja dan Kemudian ¥ Pengantar Dokumen
Memerintahkan Sekretaris Untuk Dokumen Rencana Aksi
Menyampaikannya Kepada Perangkat Daerah Rencana Aksi Kinerja dan
Terkait Kinerja Disposisi
22, [Memerintahkan Kepada Kepala Sub Bagian Surat Pengantar 5 Menit Surat Pengantar
Program, Keuangan dan Aset Untuk Menyampaikan Dokumen Dokumen
Surat Pengantar Dokumen Rencana Aksi Kinerja Rencana Aksi Rencana Aksi
Kepada Perangkat Daerah Terkait Kinerja dan Kinerja dan
Disposisi Disposisi
23. [Menyampaikan Surat Pengantar Dokumen Rencana Surat Pengantar 480 Menit Surat Pengantar
Aksi Kinerja Kepada Perangkat Daerah Terkait li Dokumen Dokumen
i Rencana Aksi Rencana Aksi
Kinerja dan Kinerja
Disposisi
24. |Menghimpun Dokumen Rencana Aksi Kinerja dari Surat Pengantar 480 Menit Rekapitulasi
Seluruh Perangkat Daerah - Dokumen Rencana Aksi
Rencana Aksi Kinerja

Kinerja




SULAWESI TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi
(ditinjau kembali)

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA

Judul SOP

Pelaksanaan Pengukuran Kinerja

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan :

1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah

1. Memahami Mekanisme Perencanaan dan Pelaporan Kinerja;

4 SOP Penyusunan Rencana Aksi Kinerja

2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006  |2. Memiliki Integritas, Team Work dan Mampu Bekerja secara
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Cepat, Tepat dan Akurat; dan
Instansi Pemerintah

3 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 3. Memiliki Kemampuan Dasar Mengoperasikan Komputer dan
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi |Internet.
Pemerintah

4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan
Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja

Keterkaitan : Peralatan/Kelangkapan :

1 SOP Surat Menyurat 1. Komputer dan Printer

2 SOP Penetapan Perjanjian Kinerja 2. Internet

3 SOP Penyusunan Indikator Kinerja Individu 3. Alat Tulis

4. Peraturan Perundang-undangan Terkait
5. Dokumen Akuntabilitas Kinerja Lainnya

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib
dilaksanakan dalam Pelaksanaan Pengukuran
Kinerja, dan jika tidak dilaksanakan akan
menghambat proses penyusunan pengumpulan
|data kineria

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana MUTU BAKU
Perangkat
Kepala Sub B o Daerah
Bagian ang
et pralapEroencu T;I:::I: Sekretaris | Program, Fusrg“stlli::al Balai (BI:::;]; A ::lr::;;: l':’an': Waktu Output RET:
Keuangan Pelatihan d
dan Aset an Biro
Organisasi)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. |Memerintahkan kepada Sekretaris Untuk Memulai Dokumen 5 Menit Disposisi
Proses Pengukuran Kinerja Pelaksanaan
Anggaran
2. |Memerintahkan Kepada Kepala Sub Bagian Disposisi 5 Menit Disposisi
Program, Keuangan dan Aset Untuk Melaksanakan
Persiapan Pengukuran Kinerja
3. |Menugaskan Kepada Fungsional Umum Untuk Disposisi 10 Menit Surat Perintah
Menyusun Rancangan Surat Perihal Pengukuran Tugas
Kinerja
4. |Menyusun Rancangan Surat Perihal Pengukuran Surat Perintah 240 Menit Rancangan Surat
Kinerja, Kemudian Menyerahkan Rancangan Surat Tugas dan Pengukuran
Tersebut Kepada Kepala Sub Bagian Program, Peraturan Kinerja
Keuangan dan Aset Untuk Dikoreksi id Perundang-
Tida undangan Terkait
5. |Memeriksa dan Mengoreksi Rancangan Surat | Rancangan Surat 10 Menit Rancangan Surat
Perihal Pengukuran Kinerja, Jika Terdapat Pengukuran Pengukuran
Kekeliruan Akan Dikembalikan Kepada Fungsional O ¢ Kinerja Kinerja
Umum Untuk Diperbaiki dan Jika Tidak Akan
Diteruskan Kepada Sekretaris Untuk Dikoreksi
6. |Memeriksa dan Mengoreksi Rancangan Surat Tidak Ya Rancangan Surat 10 Menit Rancangan Surat
Perihal Pengukuran Kinerja, Jika Terdapat Pengukuran Pengukuran
Kekeliruan Akan Dikembalikan Kepada Kepala Sub Kinerja Kinerja
Bagian Program, Keuangan dan Aset Untuk
Diperbaiki dan Jika Tidak Akan Diteruskan Kepada
Kepala Dinas Untuk Memperoleh Pengesahan Ya
7. |Mengesahkan Rancangan Surat Perihal Rancangan Surat 5 Menit Surat Pengukuran
Pengukuran Kinerja dan Kemudian Memerintahkan Pengukuran Kinerja dan
Sekretaris Untuk Melaksanakan Pengukuran Kinerja Disposisi
Kinerja
8. |Memerintahkan Kepada Kepala Sub Bagian : Surat Pengukuran 5 Menit Surat Pengukuran
Program, Keuangan dan Aset Untuk Meneruskan : Kinerja dan Kinerja dan
Surat Perihal Pengukuran Kinerja - Disposisi Disposisi
9. |Menugaskan Kepada Fungsional Umum Untuk Surat Pengukuran 10 Menit Surat Pengukuran
Menyampaikan Surat Perihal Pengukuran Kinerja > Kinerja dan Kinerja dan Surat
Kepada Kepala Bidang/Kepala UPT Balai Pelatihan Disposisi Perintah Tugas
10. |Menyampaikan Surat Perihal Pengukuran Kinerja Surat Pengukuran 60 Menit Surat Pengukuran
Kepada Kepala Bidang/Kepala UPT Balai Pelatihan D Kinerja dan Surat Kinerja
Perintah Tugas
11. |Melakukan Pengukuran Kinerja dan Kemudian Surat Pengukuran 2400 Menit Form Pengukuran

Menyampaikan Hasilnya Kepada Kepala Sub
Bagian Program, Keuangan dan Aset melalui
Fungsional Umum

Kinerja

Kinerja

fis




Pelaksana MUTU BAKU
Perangkat
Kepala Sub Daerah
NO. Uraian Prosedur Kepala CekTetaris P?:::::.', Fungsional Bld;:?;:’PT Terkait Persyaratan/ Waktu Output KET.
Dinas Keuangan Umum Pelatihan (BAPPEDA | kelengkapan
5 A dan Biro
Organisasi)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2

12.  |Mengumpulkan dan Mendokumentasikan Form Pengukuran 960 Menit Draft Dokumen
Pengukuran Kinerja Dari Bidang/UPT Balai | e Kinerja Pengukuran
Pelatihan serta Menyampaikan Kepada Kepala Sub Tidakl E Kinerja
Bagian Program, Keuangan dan Aset Untuk
Dikoreksi

13. |Memeriksa dan Mengoreksi Dokumen Pengukuran Draft Dokumen 60 Menit Draft Dokumen
Kinerja, Jika Terdapat Kekeliruan Akan 3 < Pengukuran Pengukuran
Dikembalikan Kepada Fungsional Umum Untuk Tida Kinerja Kinerja
Diperbaiki dan Jika Tidak Akan Diajukan Kepada
Sekretaris Untuk Dikoreksi Ya

14. |Memeriksa dan Mengoreksi Dokumen Pengukuran | Draft Dokumen 60 Menit Draft Dokumen
Kinerja, Jika Terdapat Kekeliruan Akan Pengukuran Pengukuran
Dikembalikan Kepada Kepala Sub Bagian Program, P Kinerja Kinerja
Keuangan dan Aset Untuk Diperbaiki dan Jika O
Tidak Akan Diteruskan Kepada Kepala Dinas Untuk
Memperoleh Pengesahan

15. |Mengesahkan Dokumen Pengukuran Kinerja dan Ya Draft Dokumen 5 Menit Dokumen
Kemudian Memerintahkan Sekretaris Untuk Pengukuran Pengukuran
Memulai Rapat Identifikasi dan Klarifikasi Hasil Kinerja Kinerja dan
Pengukuran Kinerja Disposisi

16. [Memerintahkan Kepada Kepala Sub Bagian Dokumen 5 Menit Dokumen
Program, Keuangan dan Aset Untuk Melaksanakan Pengukuran Pengukuran
Persiapan Rapat Identifikasi dan Klarifikasi Hasil Kinerja dan Kinerja dan
Pengukuran Kinerja Disposisi Disposisi

17. |Menugaskan Kepada Fungsional Umum Untuk Dokumen 10 Menit Dokumen
Menyusun Rancangan Surat Undangan Perihal Pengukuran Pengukuran
Rapat Identifikasi dan Klarifikasi Hasil Pengukuran Kinerja dan Kinerja dan Surat
Kinerja Disposisi Perintah Tugas

18. |Menyusun Rancangan Surat Undangan Perihal Dokumen 240 Menit Rancangan Surat
Rapat |dentifikasi dan Klarifikasi Hasil Pengukuran Pengukuran Undangan Perihal
Kinerja, Kemudian Menyerahkan Rancangan Surat Kinerja dan Surat Rapat Identifikasi
Tersebut Kepada Kepala Sub Bagian Program, Perintah Tugas dan Klarifikasi
Keuangan dan Aset Untuk Dikoreksi " Hasil Pengukuran

Tidak Kinerja

19. |Memeriksa dan Mengoreksi Rancangan Surat Rancangan Surat 10 Menit Rancangan Surat
Undangan Perihal Rapat Identifikasi dan Klarifikasi Undangan Perihal Undangan Perihal
Hasil Pengukuran Kinerja, Jika Terdapat Kekeliruan * Rapat |dentifikasi Rapat Identifikasi
Akan Dikembalikan Kepada Fungsional Umum Ya dan Klarifikasi dan Klarifikasi
Untuk Diperbaiki dan Jika Tidak Akan Diteruskan Hasil Pengukuran Hasil Pengukuran
Kepada Sekretaris Untuk Dikoreksi Kinerja Kinerja

e




Pelaksana MUTU BAKU
Perangkat
Kepala Sub = i Daerah
NO. Uraian Prosedur Kepala | o\ @ ioris P?:::::," Fungsional aBr;gl;' Terkait Persyaratan/ Waktu Output KEL
Dinas Keuangan Umum Polatinan (BAPPEDA | kelengkapan
e Aant dan Biro
Organisasi)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
=
20. [Memeriksa dan Mengoreksi Rancangan Surat Tidak Rancangan Surat 10 Menit Rancangan Surat
Undangan Perihal Rapat Identifikasi dan Klarifikasi Undangan Perihal Undangan Perihal
Hasil Pengukuran Kinerja, Jika Terdapat Kekeliruan Q Rapat Identifikasi Rapat Identifikasi
Akan Dikembalikan Kepada Kepala Sub Bagian b dan Klarifikasi dan Klarifikasi
Program, Keuangan dan Aset Untuk Diperbaiki dan Hasil Pengukuran Hasil Pengukuran
Jika Tidak Akan Diteruskan Kepada Kepala Dinas Ya Kinerja Kinerja
Untuk Memperoleh Pengesahan
21. |Mengesahkan Rancangan Surat Undangan Perihal Rancangan Surat 5 Menit Surat Undangan
Rapat Identifikasi dan Klarifikasi Hasil Pengukuran Undangan Perihal Perihal Rapat
Kinerja dan Kemudian Memerintahkan Sekretaris 7 Rapat Identifikasi Identifikasi dan
Untuk Melaksanakan Rapat Identifikasi dan = 3 dan Klarifikasi Klarifikasi Hasil
Klarifikasi Hasil Pengukuran Kinerja — Hasil Pengukuran Pengukuran
Kinerja Kinerja dan
Disposisi
22. |Memerintahkan Kepada Kepala Sub Bagian Surat Undangan 5 Menit Surat Undangan
Program, Keuangan dan Aset Untuk Melaksanakan Perihal Rapat Perihal Rapat
Rapat Identifikasi dan Klarifikasi Hasil Pengukuran Identifikasi dan Identifikasi dan
Kinerja . Klarifikasi Hasil Klarifikasi Hasil
Pengukuran Pengukuran
Kinerja dan Kinerja dan
Disposisi Disposisi
23. |Melaksanakan Rapat Pengukuran Kinerja dan Surat Undangan 480 Menit Dokumentasi,
Menugaskan Fungsional Umum Untuk Perihal Rapat Daftar Hadir dan
Mengarsipkan Dokumentasi, Daftar Hadir dan : Identifikasi dan Notulensi
Notulensi Kegiatan, serta Menyesuaikan Kembali Klarifikasi Hasil Kegiatan, serta
Dokumen Pengukuran Kinerja Pengukuran Surat Perintah
Kinerja dan Tugas
Disposisi
24. |Melakukan Perbaikan Atas Dokumen Pengukuran Dokumentasi, 960 Menit Draft Dokumen
Kinerja Sesuai Hasil Rapat serta Menyampaikan Daftar Hadir dan Pengukuran
Kepada Kepala Sub Bagian Program, Keuangan Notulensi Kinerja Hasil
dan Aset Untuk Dikoreksi Kegiatan, serta Perbaikan
Tidak Surat Perintah
Tugas
25. |Memeriksa dan Mengoreksi Dokumen Pengukuran Draft Dokumen 60 Menit Draft Dokumen
Kinerja, Jika Terdapat Kekeliruan Akan Pengukuran Pengukuran
Dikembalikan Kepada Fungsional Umum Untuk * Kinerja Hasil Kinerja Hasil
Diperbaiki dan Jika Tidak Akan Diajukan Kepada Perbaikan Perbaikan

Sekretaris Untuk Dikoreksi

=<
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- —_




Pelaksana MUTU BAKU
Perangkat
Kepala Sub Daerah
NO. Uraian Prosedur Kepala Bagt Fungsional ElcanglLby Terkait Persyaratan/ KET.
Dinas Sekretaris | Program, Ui Bal-ai (BAPPEDA | kelengkapan Waktu Output
Keuangan Pelatihan F
danAsat dan Biro
Organisasi)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
B
26. |Memeriksa dan Mengoreksi Dokumen Pengukuran Tidak Draft Dokumen 60 Menit Draft Dokumen
Kinerja, Jika Terdapat Kekeliruan Akan Pengukuran Pengukuran
Dikembalikan Kepada Kepala Sub Bagian Program, Kinerja Hasil Kinerja Hasil
Keuangan dan Aset Untuk Diperbaiki dan Jika Perbaikan Perbaikan
Tidak Akan Diteruskan Kepada Kepala Dinas Untuk
Memperoleh Pengesahan
27. |Mengesahkan Dokumen Pengukuran Kinerja dan Ya Draft Dokumen 5 Menit Dokumen
Kemudian Memerintahkan Sekretaris Untuk Pengukuran Pengukuran
Memulai Proses Penyampaian Dokumen Tersebut Kinerja Hasil Kinerja dan
Kepada Perangkat Daerah Terkait Perbaikan Disposisi
28. [Memerintahkan Kepada Kepala Sub Bagian Dokumen 5 Menit Dokumen
Program, Keuangan dan Aset Untuk Pengukuran Pengukuran
Menyampaikan Dokumen Pengukuran Kinerja Kinerja dan Kinerja dan
Kepada Perangkat Daerah Terkait Disposisi Disposisi
29. [Menugaskan Kepada Fungsional Umum Untuk Dokumen 10 Menit Dokumen
Menyusun Rancangan Surat Pengantar Dokumen Pengukuran Pengukuran
Pengukuran Kinerja Kinerja dan Kinerja dan
Disposisi Disposisi dan
Surat Perintah
Tugas
30. [Menyusun Rancangan Surat Pengantar Dokumen Dokumen 240 Menit Rancangan Surat
Pengukuran Kinerja, Kemudian Menyerahkan Pengukuran Pengantar
Rancangan Surat Tersebut Kepada Kepala Sub Kinerja dan Dokumen
Bagian Program, Keuangan dan Aset Untuk < Disposisi dan Pengukuran
Dikoreksi Tidak Surat Perintah Kinerja
Tugas
31. |Memeriksa dan Mengoreksi Rancangan Surat Rancangan Surat 10 Menit Rancangan Surat
Pengantar Dokumen Pengukuran Kinerja, Jika Pengantar Pengantar
Terdapat Kekeliruan Akan Dikembalikan Kepada O Dokumen Dokumen
Fungsional Umum Untuk Diperbaiki dan Jika Tidak Pengukuran Pengukuran
Akan Diteruskan Kepada Sekretaris Untuk Kinerja Kinerja
Dikoreksi Tidak Ya
32. |Memeriksa dan Mengoreksi Rancangan Surat Rancangan Surat 10 Menit Rancangan Surat
Pengantar Pengukuran Kinerja, Jika Terdapat Pengantar Pengantar
Kekeliruan Akan Dikembalikan Kepada Kepala Sub Dokumen Dokumen
Bagian Program, Keuangan dan Aset Untuk Pengukuran Pengukuran
Diperbaiki dan Jika Tidak Akan Diteruskan Kepada Ya Kinerja Kinerja
Kepala Dinas Untuk Memperoleh Pengesahan
33. [Mengesahkan Rancangan Surat Pengantar Rancangan Surat 5 Menit Surat Pengantar
Pengukuran Kinerja dan Kemudian Memerintahkan Pengantar Dokumen
Sekretaris Untuk Menyampaikannya Kepada Dokumen Pengukuran
Perangkat Daerah Terkait Pengukuran Kinerja dan
Kinerja Disposisi




Pelaksana MUTU BAKU
Perangkat
Keg mr oy Bidang/upT| D2erah
NO. Uraian Prosedur ag.an KET.
Dinas | Sekrotaris | program, | FECEOME!| Bala (BAPREDA :5'::;{2’::.: W Qutput
Keuangan Pelatihan
dan Aset dan Biro
Organisasi)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(sl
34. [Memerintahkan Kepada Kepala Sub Bagian { Surat Pengantar 5 Menit Surat Pengantar
Program, Keuangan dan Aset Untuk = Dokumen Dokumen
Menyampaikan Surat Pengantar Pengukuran Pengukuran Pengukuran
Kinerja Kepada Perangkat Daerah Terkait Kinerja dan Kinerja dan
Disposisi Disposisi
35. |Menyampaikan Surat Pengantar Pengukuran Surat Pengantar 480 Menit Surat Pengantar
Kinerja Kepada Perangkat Daerah Terkait Dokumen Dokumen
> Pengukuran Pengukuran
Kinerja dan Kinerja
Disposisi
36. |Menghimpun Rekapitulasi Data Hasil Pengukuran Surat Pengantar 480 Menit Rekapitulasi Data
Kinerja Dari Seluruh Perangkat Daerah Dokumen Hasil Pengukuran
- Pengukuran Kinerja
Kinerja




SULAWES! TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi
(ditinjau kembali)

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA

Judul SOP Penyusunan Laporan Kinerja Individu

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan :

1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara
Review Atas Laporan Kinerja

1. Memahami Mekanisme Perencanaan dan Pelaporan Kinerja;

2. Memiliki Integritas, Team Waork dan Mampu Bekerja secara
Cepat, Tepat dan Akurat; dan

3. Memiliki Kemampuan Dasar Mengoperasikan Komputer dan
Internet.

Keterkaitan : Peralatan/Kelangkapan :
1 SOP Surat Menyurat 1. Komputer dan Printer
2 SOP Penyusunan Surat Keputusan 2. Internet
3 SOP Penetapan Kinerja 3. Alat Tulis
4 SOP Pengukuran Kinerja 4. Peraturan Perundang-undangan Terkait
5 SOP Pengumpulan Data Kinerja 5. Dokumen Akuntabilitas Kinerja Lainnya

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib
dilaksanakan dalam penyusunan Laporan Kinerja
Individu, dan jika tidak dilaksanakan akan
mengganggu kelancaran proses penyusunan
Laporan Kineria Individu

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana MUTU BAKU
Perangkat
Kepala Sub BidanglUPT Daerah
NO. ian Prosedur Baglan KET.
Uralen Fro ﬁg::i Sekretaris | Program, FUSE:‘E:’:“I Balai (B‘I.;:rgzié A :;?::;::;: Waktu Output
Keuangan Pelatihan
dan Aset dan Biro
Organisasi)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. |Memerintahkan kepada Sekretaris Untuk Memulai Dokumen 5 Menit Dispaosisi
Proses Penyusunan Laporan Kinerja Individu - Pelaksanaan

| Anggaran

2. |Memerintahkan Kepada Kepala Sub Bagian I Disposisi 5 Menit Disposisi
Program, Keuangan dan Aset Untuk Melaksanakan
Persiapan Penyusunan Laporan Kinerja Individu

3. |Menugaskan Kepada Fungsional Umum Untuk Disposisi 10 Menit Surat Perintah
Menyusun Rancangan Surat Perihal Penyusunan Tugas
Laporan Kinerja Individu

4. |Menyusun Rancangan Surat Perihal Penyusunan Surat Perintah 240 Menit Rancangan Surat
Laporan Kinerja Individu, Kemudian Menyerahkan Tugas dan Penyusunan
Rancangan Surat Tersebut Kepada Kepala Sub Peraturan Laporan Kinerja
Bagian Program, Keuangan dan Aset Untuk Perundang- Individu
Dikoreksi undangan Terkait

5. |Memeriksa dan Mengoreksi Rancangan Surat Rancangan Surat 10 Menit Rancangan Surat
Perihal Penyusunan Laporan Kinerja Individu, Jika Penyusunan Penyusunan
Terdapat Kekeliruan Akan Dikembalikan Kepada Laporan Kinerja Laporan Kinerja
Fungsional Umum Untuk Diperbaiki dan Jika Tidak Individu Individu
Akan Diteruskan Kepada Sekretaris Untuk Dikoreksi

Tidak Ya

6. |Memeriksa dan Mengoreksi Rancangan Surat Rancangan Surat 10 Menit Rancangan Surat
Perihal Penyusunan Laporan Kinerja Individu, Jika Penyusunan Penyusunan
Terdapat Kekeliruan Akan Dikembalikan Kepada Laporan Kinerja Laporan Kinerja
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset Individu Individu
Untuk Diperbaiki dan Jika Tidak Akan Diteruskan
Kepada Kepala Dinas Untuk Memperoleh Ya
Pengesahan

7. |Mengesahkan Rancangan Surat Perihal Laporan Rancangan Surat 5 Menit Surat Penyusunan
Kinerja Individu dan Kemudian Memerintahkan D Penyusunan Laporan Kinerja
Sekretaris Untuk Melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Individu dan
Laporan Kinerja Individu Individu Disposisi

8. |Memerintahkan Kepada Kepala Sub Bagian Surat Penyusunan 5 Menit Surat Penyusunan
Program, Keuangan dan Aset Untuk Meneruskan Laporan Kinerja Laporan Kinerja
Surat Perihal Penyusunan Laporan Kinerja Individu Individu dan Individu dan

Disposisi Disposisi

9. |Menugaskan Kepada Fungsional Umum Untuk - Surat Penyusunan 10 Menit Surat Penyusunan
Menyampaikan Surat Perihal Penyusunan Laporan > I Laporan Kinerja Laporan Kinerja
Kinerja Individu Kepada Kepala Bidang/Kepala UPT - Individu dan Individu dan Surat
Balai Pelatihan Disposisi Perintah Tugas

10. |Menyampaikan Surat Perihal Penyusunan Laporan Surat Penyusunan 60 Menit Surat Penyusunan

Kinerja Individu Kepada Kepala Bidang/Kepala UPT
Balai Pelatihan

Laporan Kinerja
Individu dan Surat
Perintah Tugas

Laporan Kinerja
Individu




Pelaksana MUTU BAKU
Perangkat
Kepala Sub Daerah
NO. Uraian Prosedur Kepala | o . et P?o.n?::; Fungsional B!d:;?;?” Terkait Persyaratan/ Waktu Output KET.
Dinas Keuangan Umum Pelatihan (BAPPEDA kelengkapan
dan Aset dan Biro
Organisasi)
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12

11.  |Melakukan Penyusunan Laporan Kinerja Individu Surat Penyusunan 2400 Menit Laporan Kinerja
dan Kemudian Menyampaikan Hasilnya Kepada Laporan Kinerja Individu
Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset Individu
melalui Fungsional Umum

12.  [Mengumpulkan dan Mendokumentasikan Laporan Laporan Kinerja 960 Menit Draft Dokumen
Kinerja Individu Dari Bidang/UPT Balai Pelatihan ¥ < Individu Laporan Kinerja
serta Menyampaikan Kepada Kepala Sub Bagian Tidakl Individu
Program, Keuangan dan Aset Untuk Dikoreksi

13.  |Memeriksa dan Mengoreksi Dokumen Laporan Draft Dokumen 60 Menit Draft Dokumen
Kinerja Individu, Jika Terdapat Kekeliruan Akan Laporan Kinerja Laporan Kinerja
Dikembalikan Kepada Fungsional Umum Untuk TidaK Individu Individu
Diperbaiki dan Jika Tidak Akan Diajukan Kepada
Sekretaris Untuk Dikoreksi Ya

14.  |Memeriksa dan Mengoreksi Dokumen Laporan Draft Dokumen 60 Menit Draft Dokumen
Kinerja Individu, Jika Terdapat Kekeliruan Akan Laporan Kinerja Laporan Kinerja
Dikembalikan Kepada Kepala Sub Bagian Program, < Individu Individu
Keuangan dan Aset Untuk Diperbaiki dan Jika Tidak
Akan Diteruskan Kepada Kepala Dinas Untuk
Memperoleh Pengesahan

15. |Mengesahkan Dokumen Laporan Kinerja Individu Ya Draft Dokumen 5 Menit Draft Dokumen
dan Kemudian Memerintahkan Sekretaris Untuk Laporan Kinerja Laporan Kinerja
Memulai Proses Penyampaian Dokumen Tersebut Individu Individu dan
Kepada Perangkat Daerah Terkait Disposisi

16. |Memerintahkan Kepada Kepala Sub Bagian Draft Dokumen 5 Menit Draft Dokumen
Program, Keuangan dan Aset Untuk Menyampaikan D Laporan Kinerja Laporan Kinerja
Dokumen Laporan Kinerja Individu Kepada Individu dan Individu dan
Perangkat Daerah Terkait Disposisi Disposisi

17. [Menugaskan Kepada Fungsional Umum Untuk Draft Dokumen 10 Menit Dokumen Laporan
Menyusun Rancangan Surat Pengantar Laporan Laporan Kinerja Kinerja Individu
Kinerja Individu Individu dan dan Surat Perintah

Disposisi Tugas

18. |Menyusun Rancangan Surat Pengantar Laporan Dokumen Laporan 240 Menit Rancangan Surat
Kinerja Individu, Kemudian Menyerahkan Kinerja Individu Pengantar Laporan
Rancangan Surat Tersebut Kepada Kepala Sub D dan Surat Perintah Kinerja Individu
Bagian Program, Keuangan dan Aset Untuk Tidak Tugas
Dikoreksi

19.  |Memeriksa dan Mengoreksi Rancangan Surat Rancangan Surat 10 Menit Rancangan Surat
Pengantar Laporan Kinerja Individu, Jika Terdapat Pengantar Laporan Pengantar Laporan
Kekeliruan Akan Dikembalikan Kepada Fungsional Kinerja Individu Kinerja Individu
Umum Untuk Diperbaiki dan Jika Tidak Akan y
Diteruskan Kepada Sekretaris Untuk Dikoreksi a il




Pelaksana MUTU BAKU
Perangkat
““32'1 i Bidang/upT| D2€rah
gian
NO. Uralan Prosedur Kepala | o\ ioris i Fungsional Balai Terkait Persyaratan/ Waktu Output KET.
Dinas Keuangan Umum Pelatihan (BAPPEDA kelengkapan
dan Asot dan Biro
Organisasi)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
—t [J

20. |Memeriksa dan Mengoreksi Rancangan Surat Tidak| Rancangan Surat 10 Menit Rancangan Surat
Pengantar Laporan Kinerja Individu, Jika Terdapat Pengantar Laporan Pengantar Laporan
Kekeliruan Akan Dikembalikan Kepada Kepala Sub 1A Kinerja Individu Kinerja Individu
Bagian Program, Keuangan dan Aset Untuk
Diperbaiki dan Jika Tidak Akan Diteruskan Kepada Ya
Kepala Dinas Untuk Memperoleh Pengesahan

21, |Mengesahkan Rancangan Surat Pengantar Laporan Rancangan Surat 5 Menit Surat Pengantar
Kinerja Individu dan Kemudian Memerintahkan Pengantar Laporan Laporan Kinerja
Sekretaris Untuk Menyampaikannya Kepada Kinerja Individu Individu dan
Perangkat Daerah Terkait Disposisi

22, [Memerintahkan Kepada Kepala Sub Bagian Surat Pengantar 5 Menit Surat Pengantar
Program, Keuangan dan Aset Untuk Menyampaikan Laporan Kinerja Laporan Kinerja
Surat Pengantar Laporan Kinerja Individu Kepada Individu dan Individu dan
Perangkat Daerah Terkait Disposisi Disposisi

23. |Menyampaikan Surat Pengantar Laporan Kinerja Surat Pengantar 480 Menit Surat Pengantar
Individu Kepada Perangkat Daerah Terkait Laporan Kinerja Laporan Kinerja

D Individu dan Individu
Disposisi
24. |Menghimpun Rekapitulasi Laporan Kinerja Individu Surat Pengantar 480 Menit Rekapitulasi

Dari Seluruh Perangkat Daerah

Laporan Kinerja
Individu

Laporan Kinerja
Individu




